
BUPATIPADANGLAWASUTA&&

pERATURAN "*ffirrff*iflrs-G 
LAwAs UTARA

TENTANG

KEDI]DUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN

PIMPINAI\IDAF{AFTGGOTADPRDKABUPATENPADANGLAWASUTARA

DENGAI\I RAHMAT TUIIAN YANG IVIAHA ESA

BUPATI PADA}IG LAWAS UTARA

:a.bahwauntukmelaksanakanketentuanpasalzSayat(2)Peraturan
pemerintah N;; r i+ r*ruo 2004 Teniang Kedudukan Protokoler dan

KeuanganPimpinandanAnggo]SDewanperwatitanRakyatDaerahdan
peraturan p"*;;;i; Nomoi: 37 Tahtrn 2005 serta Peraturan Pemerintah

Nomor : 37 Tahun 2006 tentane P9rubalT. P"*a dan Kedua atas

peraturan p"*".i"turr Nomor : zi tatrun 2004 perlu diatur dalam suatu

Peraturan Daerah; ,!

b. bahwa berdasarkan pertimbang{ eada huruf "a-. diatas perlu menetapkan

peraturan Daerah Kabupaten eaiang Lawas u*tara tentang Kedudukan

protokoler dan Keuangan Pimpinan ain enggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah.

I --. - --:rLl

:1. Undang-UndangDaruratNomor:0TTahunlg56tentarrgPembentukan
Daerah otonomi Kffiui"" - Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera

utara; 
999 tenteng Penyelenggaraan Negara

Undang - Undang Nomor : 28 Tahun 1

;;il""ttih dan b-ebas Korupsi, Ktlry1 dan Nepotisme;

Undang _ undang N;;i : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara n"n*ilk lndonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran

Negara Nomor : 4286);

Undarrg-UndarrgNo,*".:22Tahrrn2003tentangSusrnandanKedudukan
Majelis r"rlll*yu^**ui* Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

perwakilan ou"rut, o;; perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran {"s*u
i6;ltk lraor"ri, Tahun 2003 Nomor : g3, Tambahan Lembaran Negara

2.

3.

4.

Nomor:4310);
5. Undang - Undang Nomor

(Lembaran Negara Tahun
: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

2004 Nomor : 5, Tambahan Lembaran Negara

Nomor: 4355);
6.Undang_UndangNomor:l0Tahun2004tentangPembentukurPeraturan

perundang - undangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor : 53

Tahun 200$; 
Tahun 2004 tentatg Pengelolaan dan

7. Undang - Undang Nomor : 15

Tanggung fav,'ab Ii"*g* Negara (Tambatran Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor : 4400);

S.Undarrg_UndangNomor:32.Tahun2004tentangPemerintahanDaerah
(Lembaran N"g*i i"p"urit rndonesia Nomor : 1250 Tarrrbahan Lembaran

Negara Rebuplik Indoiresia Nomor : 4437)-sebagaiman telah diubah dengan

undang _ un;;;-No*o, g Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

I
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?:=::-:------ -t:t1'--'' ^i|l< \ot'':ior : 10s' Tar'bihan Lembaran Negara
i'-:'-:-'t' -:: :--t'' ^:-*^

f't:'t-ttt ^:-::::s-'t \r-:nCI : +-<48):

f.i.'l3a:g-'*-l:a:3fy"''::fuf.""2004tentangPerimbanganKeuangan
-\ntara pe:rennlah il;;'a* p".n"ti'tor'* Da-erah (Lernbaran Negara

Rebupiix ln.conesia TJ,,' 2004 Nom o, ,-iio, Tambahan Lembar.an Negara

Rebuplik lndonesia No*o' : 4438); 
- - 1? iantqno Pembentt

10. Undang - Undang Xo"-o-r^''lZ iuf""' 2^007 tentang Pembentukan Kabupaten

Padang Larvas utu,u^"0i. Propinsi s,,*ut".o tjt*o (Lembaran Negara

Rebup-lik lndonesia rL,.n 200f Nomo, .ior, Tambalran Lembaratt Negara

il;;iikr.l"""'li);K#,"]'r, rahun 2000 tentang Kewenangan

11. Peraturan Pemenntan '-''"1^' -i-^-t."; sebasai Daerah Otonom
Pemerintah dan K"*"n*gun Propinsi sebagai D

, (i;;t*r, Negara Ril;tt* ffir,"riu iur.'L 2000 Nomor : 54' Tambahan

;";l;";NegiraNomor :3952); 
'ng 

Pengelolaan

12' Peraturan Pemerintah^Jlot"ot't ]05 Tahun 2000 tente

Pertanggung :awauJ K".,angan Daerah*(ilm[*lJ"sara 
-fairun 2000

Nomor 202' Tambtt'* il"*UulanN"g*a Nomor : 4022)"

13. peraturan Pemeri",#'N;;;,r : ZO-Tahun 2001 tentang Pembiniran dan

'.A""iltril.ffi:itm*itm"*:*iffi [Lq"#i]HN:EI:
.,,,\i Nomor : 4090); 

--:_+^L .r\Trrmnr : 24 Tahun ZOO4 tenlang Kedldritan
'{4' Peraturan Pemertntah Nomor : 24 Tahun 2004 ten

protokoler dun t<"uJrl"" pi*pi"* -dT 
***"*P:*u11"*akilan Rakyat

Daerah (Lembaranfi:A;'*;;*'k il;;?:i; rahun 2004 Nomor : e0'

Tambahan Lembaran ft"gu'u-No*o''I++16;' du"-Peraturan Pemerintah

Nomor : 37 Tahun ioos ,J.,u Peraturan Pem"rint^h Nonror : 21 Tahun 2006

tentang perubahan ;;;; dan Kedua'uios p"ratt'ran Pemerintah Nomor 
" 
24

Tahun 2004 (Lem#;Ni;;u n"Urptit*ina*"tiu Tahun 2005 Nomor : 94'

i;;;* Lembaran Negara xgTg : 4659);

15. peraturan Pemerint?h N;;;t : 25 Tahun ZOO+ tentang Penyusunan Peraturan

Tata Tertib D"*;;;utiiuo nuf.VuiOuearah (Lembaran Negara Nomor :

a4r7);
16.PeraturanMentertDalamNegeriRepubliklndonesiaNomor:21Tahun

2007 tentang e 
"'lg"1o*pokan 

i'ema'ni'* Keuangan Daerah' Pen gan g garan

dan Pertangguns'"j;;il; n"ngs'n";i^;;1""f Penuniang operasional

pimpinan Dewan p;;;kii"" n"r.y1^u"".ut ,"tr, Tata cara Pengembalian

Tunj angan ro*o*iuti r"i""tf dan Dana Operasional'

Dengan Persetuj uan Borsarna

DE\\.ANPBRWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENPADA.NGI,AWASUTARA
Dan

BUPATI PADAFIG LAWAS UTARA

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH

TENTANG KEDUDUKAN

KABUPATEN PADANG I"'AWAS UTARA

PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

-::.:i.aPkan

KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA'

t
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BAB T

KETENTUAN T'MUM

Pasal 1

alam Peraturan Daeratr ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalatr Daeratr Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daeratr Kabupaten Padang Lawas Utara selanjutnya disebut DPRD

dalah DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor : 22 Tahun 2003 tentang

Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara;

Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara;

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Padang Lawas Utara;
pimpinan-DpRD adalah Ketua dan Wakil - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara;

Anggota DpRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD

Kaiipat"n padang Lawas Utara dan telah mengucapkan Sumpah/ Janji berdasarkan ketentuan

Peraturan Perundang - Undangan;
Sekretariat DPRD adalah Unsur Pendukung DPRD Kabuapten Padang Lawas Utara sebagaimana

dimaksud dalam Undang - Undang Nomor : 22 Til'ttn 2003 tentang Susunan dan Kedudukan

Majelis Pemusyawaratan Rakyak, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan RakYat Daerah;
9. Sekretaris DpRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang Memimpin Sekretriat DPFD Kabupaten

Padang Lawas utara;
10. pejabat pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya

sesuai dengau Peraturan Perundang - Undangan;

il. protokol adatah Serangkaian Aturan Acara Resmi atau Upacara mengenai Tata Penghonnatan,

Tata Tempat dan Tata Upacara, sehubungan dengan Penghormatan kepada Seseorang dan atau

Bendera, atau Lamb*rrg uiuu Panji sesuai dengan Jabatan dan atau Kedudukannya dalam Negara,

Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
L2. Protokoler adalah Pemberian Penghormatan kepada Seseorang sesuai dengan Jabatan dan atau

Kedudukan dalam Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;

13. Acara Resmi adaiah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerirrtah

Daerah atau Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, yang dihadiri oleh
pejabat Negara atau Pejabat Pemerintah dan atau Pejabat Pemerintah Daerah dan atau Tokoh

Masyarakat serta Undangan lainnya;
14. Tata Upacara adalah Aturan yang melaksanakan Acara Resmi atau Upacara;

a 15. Tata Penghormatan adalah Aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negar4
J pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat serta terhadap Bendera

atau Lambang Panji dalam Acara Resmi atau Upacara;

16. Tata Tempat adalah Aturan mengenai urutar tempat bagi I'ejabat Negara, Pejabat Pemerintah

Daerah dan Toko Masyarakat dalam Acara Resmi atau upacara;
17. Uang Representasi adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pirnpinan dan Anggota

DPRD sehubungan dengan Kedudukannya sebagai Pemimpin dan Anggota DPRD;

18. Uang Paket adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota dalam

menghadiri dan mengikuti Rapat - Rapat Dinas;

tg. Tunjangan Jabatan adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD kerena Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;

2('. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah Tunjangan yang diberilian setiap buian kepada

Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Uang yang diberikan sehubungan dengan Kedudukannya
sebagai Ketua, Wakil Ketua dan atau Sekretaris dan Anggota Panitia Musyawarah dan Komisi,
atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau Kelengkapan lainnya;

21. Tunjangan Komonikasi Instensif selanjutnya disingkat TKI adalah Uang yang diberikan kepada
pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong Peningkatan Kinerja
Pimpinan dan Anggoa DPRD;

22. Tunjangan Kesejaheraan adalah Ttinjangan yang disediakan berupa Pemberian dan

Perlengkapannya, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Pakaian Dinas kepada Pimpinan dan

Anggora DPRD, Penyediaan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD dan Perlengkapannya, Kenderaan

3.
+-

5.
6.
7.

8.

,I



-,"--- 
-_---:- _t...-----' :--*. l:-_: -'.*----

;:;;:;;;. C-;;;:-.-+;#r." )ans seranjurnla disebut BPo Pimpinan DPRD

:caiah Da:ra 1-ang ;i;Jiu.* uugi'ei*pir,*bi$ tttiup bulan y"tt{ menunjang Kegiatan

cperasional 1-ang berkaitan a.rrg*---i"rresentase, pelayanan, dan kebutuhan lain guna

-ii*.*t* petuks*u^" Pimpinan DPRD sehari - hari;

uang Jasa pengabdian adalah uang vr"g aiu"riSq t"q3du Pimpinan dan Anggota DPRD atas

lasa pengabdiannya sei"iut yu"g beisangkutan diberhentikan dengan hormat;

Biaya penunjang Kegiatan DPRD J;l,h Anggaran Belanja untuk mendukung Kelancaran

;:ffrJ::fl:rH*";;ffi":t'lut belanja untuk menunjang akliritas D*RD dan Sekretariat

?t#*"r"rgkapan Lainnya selanjutnya disebut panitia Khusus yang bersifat tidak tetap dan

panitia Legislasi yang bersifat tetap yu"g aiu""ruk untuk membahas hal yang bersifat tertentu

$H,IiljJia pengelompokan Anggota DpRD Kabupaten Paclang Lawas utaca berdasarkan

partai politik y""gil"."pir.i"tr r"*,I sesuai dengan Jumlah yang ditetapkan;

Komisi adalah Pengelompokan A";;;i" DpFD Xabupaten Padang Lawas Utara secara

Fungsional berdasarkan tugas - r"gut ii"g ada di DPRDJfubupaten Padang Lawas Utara;

panitia Musyawar"t, .i"f.[ Panitia r"f"*v":**ah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

PanitiaAnggaranadalahPanitiaAnggaranDewanPerwakilanRakyatDaerah;
PanitiaKhususadalahPanitiaKhususDewanPerwakilanRakyatDaerah;
Badan Kehormat}i ;;;." perwakitan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Badan

Kehormatan adatah Alat Kelengt up; t"*,an Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang

Lawas Urara yurrgJ"rriiur tetap Jan dibentuk dari dan oleh DPRD;

Anggaran e"r,aupaia, dan Beianju pu*ott Kabupaten- P-adang Lawas Utara seianjutnya disebut

APBD adalah n"**u Keuangan T;;; pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas utara

yang diasetujui o1;;;;** po*ur.,., nutyut Daerah dan ditetapkendengan Peraturan Daerah'

--,1.:'a ,rl
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BAB II

KEDUDUKA|{PRoTOKoLERPIMPINANDANANGG0TADPRD

Bagian Pertama

Acara Resmi

Pasal 2

(1) Pimoinan dan Anggota DPRD memperoleh reag$ural.Protokoler daiam Acara Resmi;

);i ""*|iiljf,L[ii^**a 
dimaksud padl ayal (1), meliputi :

'-' ;- il;erintah yaig diselenggarakan di daerah;

b. Pemerintah iXtiut' yang:nenghadirkan Pejabat Pemerintah;

c. pemerintah;;; yur! aifruairi Pejabat Pemerintah Daerah-

Bagian Kedua

Tata TemPat

': Pasal 3

Tata Tempat bagi Pimpinan'dan Anggota DPRD tlalqn Acara Resmi

dengan Pejabat Pemerintah
Dinas/ Badan atau Satuan

yang diadakan oleh Pemerintah

Pej abat tnstansi Vertikal

lainnya yang setingkat
Kerja Perangkat Daerah

Daerah, sebagai berikut :
- - 

r.t. fetua OpnO disebelah kiri Kepala Daerah;

b. Wakil - W;kil Ketua DPRD b".tu-u Wakil Kepala Daerah setelah

lainnya;
c. Anggota DPRD ditempatkan bersama

Asi**n. Sckrcttris l):rcriilr tlan Kcpala

lailrrrYa.



d.

Pasal 4

Tata Tempat dalam Rapat - Rapat DPRD adalah sebagai berikut :

a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil - Wakil Ketua DPRD;
b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua

DPRD;
Wakil - Wakil Ketua DPRD ducluk disebelah kiri Ketua DPI{D;
Anggota DPRD rnenduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
Sekretariat DPRI), Peninjau, dan Undangan duduk di tempat yang telah disediakan sesuai
dengan kondisi rlrangan rapat.

I'asal 5

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpal/ Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah sebagai berikut :

a. Ketua DPRD sehelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

b- Wakil - Wakil l(.etua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
d. Kepala Daerali dan Wnkil Kcpala Daerah yang lama duduk disebelah kanan Pejabat yang akan

mengambil Sumpah/ Jar{i dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daeratr;
e. Calon Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri

Wakil - Wakil Ketua DPRD;
f- Sekretaris DIIRD, Peninjau, dan Undangan duduk ditempat yang telah disediakan sesuai dengan

kondisi ruangiln rapat;

ts. Mantan Kcpllir Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikarr duduk disebelah kiri
Wakil - \&/akil Ketua DPRD;

h. Kepala l)aerah dan Wakil Kepala Daerah yang bam dilantilg duduk disebelah kanan Pejabat
yang mengambil Sumpah/ Ja4ji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 6

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/ Jaqii dan Anggota DPRD mengikuti :

a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daeratr dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat
yang ditu4iuk duduk disebelah kanan Kepala Daerah;

b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpatr/ Jaqji duduk ditempat yang telah disediakan;
c. Setelah mengucapkan Sumpah/ Janji Pimpinan Sementara DPRD ducluk disebelah kiri Kepala

Daerah;
d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditur{uk duduk

ditempat yang telah disediakan;
e. Sekretaris DPRD, Peniqiau, dan Undangan duduk ditempat yang telah disediakan sesuai dengan

kondisi ruangan rapat;
f. Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan;
g. Pers, Media cetak dan Elektronik disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DpRD
hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;
b. Pimpinan Sementara duduk disebelah kanan Ketua pengadilanNegeri;
c- Setelatr Pelantikan Ketua DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan V/akil Kepala Daerah,

Wakil - Wakil Ketua DPRD duduk disebelatr kiri Ketua DpRD;
d- Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah

disediakan.

t,

t



Bagian Ketiga

Tata UPacara

Pasal 8

-)TataUpacaradalamAcaraResmidapatberupl't'JpacaraBenderaataubukanUpacaBendera;
r) Untuk kescragaman, kel.,r,. .- ,rl ketertiban dan kehikmatan jalannya Acara Resrni

diselenggarakariTata lJpacalr , ' ':ri dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan'

Bagian KeemPat

'fata Penghormatatt

Pasal 9

(1) pimpinir, dan. Anggota DpRi i ,i,,-,,d&p&t penghormatan sesuai dengan yang diberikan kepada

(r) l?*;t-::ffiffi, ketanc.*,,,, Lr:tertiban dan kehikmatan jalannva acara Resmi diselenggarakan

Tata lJpacara serual'd"ngilr keterititan Peraturan Perundang - Undangan'

Il:tililn Kelima

l'cngamanan

I'asal 10

( 1) Pengamanan dapat diberikan kepada Pimpinan Can Anggota DPRD;

(2) Tata Cara Pengamanan ,"bugaimu.,u aimut<t"a puda uft:t (1)' ditetapkan dengan Keputusan Bupati'

Bagian Keenam

Tanda Nomor Kenderaan Jabatan

I Pasal 11

(1) Kenderaan Jabatan yang digunakan Pimpinan dan Alat Kelengkapan

Nomor Kenderaan Khusus;
(2) i;;;Nomor rcr"r", sebaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan

mendapat persetujuan dari Kepala Kepotisian Daerah'

BAB TII

BELANJA PIMPINAFI DAI\ ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Penghasilan

Pasal 12

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

a. Uang Refresentasi;
b. Uang Paket;
c. Tu4iangan Jabatan;
d. Tunjangan Panitia MusYawarah;
e- Tunjangan Komisi;
t. Tunjangan Panitia Anggaran;

DPRD diberikan Tanda

Keputusan BuPati setelah



h-

1-

j.

Tunj ang:n ^\ia'. Kele: ;l::p=' -r'rgl' a:

T*j*i* Komunikasi lntensii
Belanj a Penuj an g OPerasional'

Pasal 13 
:

J) Pimpinan dan Anggota DSPIib"i Uang Refresentasi;

?) uaneRefresentasr-r"tou DpRD ."rt*J]"gan gaji qg1"k Bupati yang ditetapkan Pemerintah;

t3) Uang RefresentiJ-Wrf.if Ketua ppnp i"U"iui ilOX 1a"iup* pt'tutr per seratus) dari Uang

,-., Iffi'"*f:r5:*?'it?;" DeRD sebesar 7s% (rujuh puruh lima per seratus) dari Uang

,"s:*";"uruHHJJ#JJasu1o-"*T^',::::1T3:i'T*Ii.l"x*avat(1) 
jugadiberikan

Tunjangan Keluarga dan Tuqiang; B";; vuoE t"tu*ya sama dengan ketentuan yang berlaku

paaa fegawai Negeri SiPil'

Pasal 14

(i) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket;

(2) uang paket sebagaimana .dimaksud 
pada uyui ii) t"uesar 107o (sepuluh per seratus) dari Uang

Refresentasi masing - masing yang bersangkutan'

e{ ) Pasar 15

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan;

(2) Tuqiangan Jabatan s"uag.i.rruna dimaksud pra"'"y"t (1) sebesar l45yo (seratus empat puluh lima

p"rr"rutor)dariuangRefresentasimasing-masingyangbersangkutan'

Pasal 16

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk 91* Panitia Musyawarah, Konrisi, Panitia Anggaran,

Badan Kehormatan a* aruftiJigt up* hi;t; v*g aip"riukan, diberikan Tunjangan sebagai

berikut:
a. Ketua sebesar 7,5%, (Wivhsetengah per seratus) dari TunjaJrgan Ja!3tan KetuaDPRD;

b. wakit Ketua sebesar 5o/o (limaper seratus) dari Tunjangan-Jabatan Ketua DPRD;

c. Sekretaris sebesar 4% (;;;[r seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

d. AG;;r;besar 3% $;;;;., seratus) dar: Tunjangan Jabatan Ketua DPRD'

Pasal 17

(l)PimpinandanAnggotaP|RD{i^\f<ansetiapbulanTunjanganKomunikasilntensif;
(2) Tuqiang* ro*'iikasi Intensif K;;; oprip' wakil Ket"" DPRD dan Anggota DPRD akan

disesuaikan dengan kemampuan K;;;; Daeratr ditetapkan _dengan 
Keputusa Bupati dengan

iop"ao*^n t epiaa Peraturin Perundang - Undangan yang berlaku'

'r " Fasal 18

(1)KepadaPimpinanDPRDdiberikansetiapb.,lgrylryilPenunjangoperasional;
(2) Belanfa p"nonjlng Operasiond K;;'DPnp, Wuttll Ketua DFRD' dan Anggota DPRD akan

disesuaikan dengan kemampuan K;;;; Daerah ditetapkan dengan Keputusa Bupati dengan

ffi*; k;;a; p".uto.uo perundang - Undangan vang berlaku.

Pasal 19

(1)PenetapanbesarnyaTgnllnsanKomunikasilntensifPimpinandln.AnggotaDPRDdanBelanja
penun$ang operasiona iimpinan-DpRD sebagaimana dimaksud daram pasat 17 dan pasal 18

mempertimbangkanBebanTugasdanKemampuanKeuanganDaerah;

10



Penggunaan Trmjan8ar Komluntasi Inte'nsif Pimpinm dan Anggota DPRD dan B(,lmja Penuujang

operasional pi*pio;, opno ,*t"guir*u-a*luma prdr 
"yat 

(1) memperlihatkaa azas manfaat

.tzn efesiensi a"fu* ""o*ft" 
mendulrung Kelancaran Pelaks"naan Tuigas'

Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota o!RD- U* l:'T"rf:TjT.*.*9-:,:ft::i#:H:f S"#ffi:';ffilI ;#ffi *i{ ;i;:L y *s Ji:l,:,'.,.o*:Ifl ":HH-J3S'l:H-ilff,#3uli',Sfr "il'ffi lir4iiP,:-1L:,11,1"'*mengucapkansumpalr/';iT}ilL',lriffi;;;;u, p"rutiru. renrndang - undangan vang berlaku.

Pasal 20

Pasal2l

11 ) Anggota DPRD dapat disediakan .T*i1,9:1it^111 1

v""l"p""verahan pimakaiannyldituangkan dalam

Pasal 23

(1)PimpinanDPRDdisediakanmasing-masingl(satu)RumahJabatanbesertaperlengkapandanl
(satu) ,oit t<"ndurr* Dinas Jabaian, ,*g n*ituft* pemakaiannva dituangkan dalam Berita

i"*. antara Pemerintatr Daerah dan Pimpinan DPRD;

(2) penyedirn Rumah Jabatan a"o r"rrdurJ" Dinas labatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

berpedoman p"A. ri*a ar yaigdit"t"pfu dengan Peraturan Bufati dengan memperhatikan Prinsip

Penghematan, Kepatutan dan Keylj aran ;

(3) Belanja pemeliharaan Rumah riut* beserta perlengkapannya dan Kenderaan Dinas Jabatan

dibebankan Pada APBD;
(4) Dalam rra rimpinan 

"i* 
berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Rurnah

Jabatan beserta perrengkapannya dan Kenderaan Dinas dalam 
-keadaan 

baik kep-ada pemerintah

Ou"rut paling friUut firut") titan sejak tanggal pemberhentiannya.

. pajak penghasilan fTll 21 
^Pimpinii^1T?^3:::: :JS 

atas penghasilan sebagaimana

;t#dil";ffip*, 12 huruf a va n aiueuuokut' kepada APBD;
- -r- hDI)T\ a+rdimaksuct dalam pasar rz rrr'rr-(rr @ r/! 

DPRD atas penerimaan lain sebagaimana
:l p.j.t ienghasilan P":"1:l PTlfTif.-fPrf"hehankan 

keoad.a vans bersangkutan sesuailrffi.,iff#i*Xi"ir'i#i'lii'h:!;l,r ?j?"dib"b;k"- t"puau vang bersangkutan sesuai

J".rg* t""ntuan i'eraturan Perundang - Undangan'
I

." Bagian Kedua

' Tunjangan Kesejahteraan

Prsal22

tr ) P imp inan dan 
-Anq 

eota DPRD 9" : :11 5ir)1ff1:-ti:*If' :ffiffi i;#*'}Tffi ffIdH:ffitr"ffi #trff#i;;;X;;si reitratan kepada Lembaga Asuransi vang ditetapkan
^ D-^-: Ao,,.anci l{cn;rla T)aerah:

:ilffi"Hffi;"ff##il,il#ogg;;a dengan besamya Premi Asuransi Kepala Daerah;
r\ .rann mandqnqt faminan Pemeliharaan Kesehatan yaitu

,.,I:i##"fiTfi J#}]11"frffi ;B;ffi -y;;,,,"naupuiraminanPemeliharaanKesehatan

suami itau istri darr.2 (dua) orang anak;

*,, ;:ffi1,Tilfi?:H;,Hr##f#a dimaksud pada ayat (1) meliputi Peningkatan, Penvembuhan

dan Pemeliharaan Kesehatan;

6' *T"T,Hilfr:Tffi1ffi,t sluasa]111iT*l*rfga ayat (1) termasuk biava general chek

;;G;t kuli setah,rn bagi Pimpil* d* fq9::1 ?:::i
tsl H.iutlill'.i?.""rt Asuran-si ,"uaguimu.,a dimifsud pada avat (1) dibebankan pada APBD'

Pasal24

(satu) Rumah Dinas beserta perlengkapannya

Berita Acara antara Pemerintah Daerah dengan

-*it g - masing Anggota DPRD;

a, ;;a;e,-#"R.i*urr-birru= beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksuct
D^ra+rr*or P'rrnqfi dcnoan;!frj*;ffi ;il.flil y."s ditetapkari dingan Peraturan Bupati dengan

pada ayat (1)
memperhatikan

Penghematan, Kepatutan dan Kewaj aran;

i) Belania pemelihaiaan, Rumah Dinas dan perlengkapannya dibebankan kepada APBD;



(-l) Dalam hal A.nggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya" u.ajib mengernbalikan
Rumah Dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling
lambat 1 ( satu ) bulan sejak tanggal pemberhetian.

Pasal 25

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, runrah dinas Anggota DPRD beserta Perlengkapan dan Kenderaan
Dinas Jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewa belik-an atau diguna usahakan atau dipindah
tangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal26

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah
Dinas Angota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan;

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang yang
dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpahl Janji;

(3) Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan Azas
Kepatutan, Kewajaran dan Rasionality serta Standar Harga setempat yang berlaku;

(4) Ketentuan lebih laqjut mengenai besarnya Tuqiangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada iryat
(2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 27

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas beserta Atributnya terdiri dari :

a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
b. Pakaian Sipil Resmi disediakan I (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
c. Pakaian'Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;
d. Pakaian Dinas Harian Lengan Paqiuog dirediakan I (satu) pasairg dalarn 1 (satu) tahun.

(2) Apabila kondisi Keuangan Daerah memungkinkan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan
wewenang Anggota DPRD, Pemerintah Daerah dapat memberi Pakaian Dinas selain sebagaimana
dimaksud padaayat (1) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;

(3) Standar Satuan Harga dan Kualitas bahan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan
(2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 28

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal Dunia, kepada ahli warisnya diberikan :
a. Uang Duka Wafat sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi atau apabila Meninggal Dunia dalam

menjalankan tugas diberikan Uang Dukatewas sebesar 6 (enam) kaii Uang Representasi;
b. Bantuan Biaya Pengurusan lenazah sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat

pemakaman.

Bagian Ketiga

' Uang Jasa Pengabdian

Pasal 29

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang Meninggal Dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan

; ffi"?j;:'Jtr311*engabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disesuaikan dengan Masa
Bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :

a. Masa Bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung I (satu) tahun penuh dan diberikan Uang Jasa
Pengabdian 1 (satu) bulan Uang Represetansi;

b. Masa Bakti sampai dengan I (satu) tahun, diberikan uang Jasa pengabdian I
Representasi;

(satu) bulan Uang

c. Masa Bakti sampai 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 2 (dua) bulan Uang
Representasi;

d. Masa Bakti samoai 3 (tisa) tahun- diherikan Ileno Tace Perroahzlio- 2 /fi^^\ L,,r^- rr^--

l0



e. Masa Bakti.sampai 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 4 (empat) buian lJang
Representasi;

f' Masa Bakti sampai 5 ( lima ) tahun, diberikan Uarrg Jasa Pengabdian 6 (enam) bulan Uang
Representasi;

(3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD Meningal Dunia, Uang Jasa pengabdian sebagaimana
dimaksud gada ayat {2) diberikan kepada A}li Warisnya;

(4) Pernbayaran d"-11*,mg Jasa Fenaahdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan
secara hormat sesttai delr, , r l'tentuan Peraturan Perundang - Undangan yang belaku.

BAB IV

IIJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 30

Belarrr I'emrnjang Kegiau' lr.;ediakan untuk mendukung kelancaran tugas,
DPli I ,

Belrrrir Penunjang Kcgial;r,, '*.1;agaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
Kerjrt r.rng ditetapkan Pimpirr:'rr [)PRD;
Rencana Keria D!-'RD ciu;rrrt l,r'rr![)a Kegiatan :

- Rapat- lia;';11'
- Kunjunurrn Kcriir;

I}EI

(1)

(2)

(3)

fungsi dan wewenang

berdasarkan Rencana

r [. - Penyiapan R '',!, iurgall Peraturan, Pengkajian dan Pembahasan Peraturan Daerah;- I'eningkatan rlrnber Daya Manusia dan profesionalisme.

o

BAB Y

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 31

(1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri dari Belanja penghasilan pimpinan dan
Angota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota ppnO dan Belanj" f"gilt ,
DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja rerangiat
Daerah dan Sekretariat DpRD;

(2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud padaayat(l) tersebut
dalam ketentuan pasa723, dianggarkan dalam pos DpR[

(2a) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud padaayat(I) tersebut dalam ketentuan pasal23 dianggarkan dalam pos DpRD;
(3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (r)tersebut, pasal 23, pasal 24, pu"?.| 2?, pasal 27, pasal 28, pisal 29, serta Belanja penuqjang

Kegiatan DPRD sebagaimana dimaks rd 94* pasal_ 3l'ayat (r) aiangga*an dalam posSekretariat DPRD yang diuraikan dalam Jenis Belaqia sebagai ueritutia. Belanja Tidak Langsung;
b. Belanja Langsung.

(4) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan perpedoman kepadaketenfuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 32

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban
Daerah untuk tujuan lain diluar ketentuan y*g ditetapkan dalam
melanggar hukum.

Pasal 33

!l) fnsearan Belanja DPRD merupakan lagian yang tidak terpisahkan dari ApBD;(2) Pennrsullan' Pelaksanaan Tata Usaha Pertanggunl Jawaban belanja DpRD sebagaimana dimaksudpadaayat (1) disamakan dengan belania Satuan XJ;, perqrrotzar Tloa-or. r^:---.^

belanja Dewan Perwakilan Rakyat
Peraturan Daerah ini dinyatakan



:.aruranDaerahiniberlakupadatanggaldiundangkan.

ar setiap orang dapat mengetahuinya,, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

rempatanya dalam L"*U*i' Daerair Kabupaten Padang Lawas Utara'

B 1.B \-I

I(ETENTUAN PENUTUF

)asa\}\

.am har ini terjadi permasalahan peraksanaan peraturan Daerah ini, penyeresaiannya difasilitasi oleh

lemlrr Sumatera Utara'
Pasal 35

G LAWAS UTARA

HARAHAP

iundangkan di Gunungtua

23 €ebruan &oog

KABUPATEN

AMA MUDA
:iP. 010176120

,EMBAR*ANDAERAHKABUPATENPADANGLAWASUTAITA
MOR: Qt TAilUN A,Ooq

Ditetapkan di

iflupNPr
,$ ffi,,;u{e,


